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Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum pidana Islam Tentang Tindak 
Pidana Percobaan Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk)‛ ini merupakan hasil penelitian 
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis 
pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana percobaan pencabulan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 
45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pencabulan anak dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif 
untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan jenis penelitian pustaka 
untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan Undang-undang dan kasus. Bahan hukum yang digunakan 
berasal dari putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk  
sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan 
Perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang 
berkenaan dengan tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak yang 
kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif 
untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. 
Penelitian ini memaparkan tentang dua hal,  yang pertama yaitu bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan pasal 289 
ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),pertimbanganHakim 
Pengadilan Negeri Solok dalam memutus perkara bagi pelaku percobaan 
pencabulan terhadap anak kurang tepat dengan asas lexspecialis derogate legi 
generalis yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus 
mengesampingkan aturan yang bersifat umum. dan yang kedua,  pertimbangan 
Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku 
percobaan pencabulanmenurut hukum pidana Islam sudah sesuai dengan 
ketentuan hukuman ta’zi>rmenurut hukum pidana Islam, di mana hukuman ta’zi>r 
diserahkan kepada ijtihad keputusan ulil amri yang dikuasakan kepada hakim 
dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 7 bulan,. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada 
Hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas lex specialis 
derogate legi generalis yang diatur dalam pasal 63 ayat (2)apabila Hakim 
menangani kasus yang sejenis dengan tujuan untuk memperolehnya suatu 
















































BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang……………….....…………………..……………1 
B. Identifikasi Masalah……………...………………………………9 
C. Batasan Masalah…………………......……..………………..….10 
D. Rumusan Masalah………………....……...……………….........10 
E. Kajian Pustaka……………………….…………......…………...11 
F. Tujuan Penelitian………………………………………………..13 
G. Kegunaan Hasil Penelitian………….…………………...………14 
H. Definisi Operasional……………………………………………..14 
I. Metode Penelitian………………………………………………..16 
J. Sistematika Pembahasan………………...……………...............20 
BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERCOBAAN 
PENCABULAN TERHADAP ANAK 


































1. Pengertian Ta’zi>r ……………………………………………22 
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta’zi>r…..…………..………24 
3. Macam-Macam Jari>mahTa’zi>r ……………..………………27 
4. Macam-Macam Hukuman Ta’zi>r …….……………………..30 
5. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi Ta’zi>r.…………...………42 
B. Percobaan…………………………………….…………………..43 
1. Percobaan Menurut KUHP……………....………………….43 
2. Percobaan Menurut Hukum Pidana Islam…..…….………..49 
C. Pencabulan Terhadap Anak…………...………...………………51 
1. Anak………………………………………………………….51 
2. Pencabulan…………………………………….……………..52 
BAB III DESKRIPSI PERKARA TENTANG TINDAK PIDANA 
PERCOBAAN PENCABULAN TERHADAP ANAK PERKARA 
NOMOR 45/PID.SUS/2015/PN.SLK PUTUSAN PENGADILAN 
SOLOK 
A. Kronologis Kasus…...……………………………………………57 
B. Fakta Hukum…..……………………………………………...…58 
C. Pertimbangan Hakim……….………………...………………….62 
D. Putusan………………………………………………………..….64 
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
SOLOK NOMOR 45/PID.SUS/2015/PN.SLK TENTANG TINDAK 
PIDANA PERCOBAAN PENCABULAN TERHADAP ANAK 
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Solok Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk Tentang Tindak 
Pidana Percobaan Pencabulan Terhadap Anak………………….65 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 
Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 
45/Pid.Sus/2015/PN.Slk………………………………,,,……….70 
 




























































































A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum 
dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Salah satu ciri Negara hukum, semua 
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, baik yang 
bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam masyarakat modern 
pengaturan yang bersifat umum dituangkan dalam bentuk Undang-undang. 
Setiap Undang-undang mengatur dibidang tertentu, salah satunya mengatur 
tentang kejahatan. 
Karena Kejahatan dapat timbul dimana saja  dan kapan saja. Bahkan 
dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, 
namun karena sifatnya yang merugikan, maka wajar pula bilamana setiap 
masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 
kejahatan. Bentuk kejahatan dimasyarakat itu bermacam-macam, ada 
kejahatan terhadap Negara, harta benda, kesusilaan dan lain sebagainya. 
Kejahatan kesusilaan atau disebut juga dengan kejahatan asusilahampir 
setiap hari terjadi, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang 
menyangkut masalah kriminalitas terjadi pada seseorang akibat tidak 
menggunakan akal sertadorongan nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah 
kejahatan yang melampaui batas.
1
 
                                                          
1Nurjayady, ‚Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah umur (Studi 
Putusan nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.SGM)‛, (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar,2017), 1. 


































Istilah lain dari kejahatan Asusila adalah Kejahatan seksual yang 
sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperbincangkan oleh 
masyarakat karena banyaknya terjadi kejahatan seksual dimasyarakat. Jenis 
kejahatan seksual yang sering terjadi adalah pencabulan, yang mana korban 
pencabulan bukan saja orang-orang dewasa,tapi juga anak-anak. 
Di Indonesia sendiri angka pencabulan terhadap anak sangat tinggi 
dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari 
bisa kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun 
dimedia elektronik.Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan 
Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 
hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak 
anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupatan dan kota. Sebesar 42-
58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual 
terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran 
anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi 
peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan 
seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 
ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan 
yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. 
Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 
korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.
2
Pelakunya beragam, 
mulai dari kakek-kakek hingga tetangganya sendiri.Dari banyak kasus yang 
                                                          
2
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, diakses pada 16 
Mei 2019. 


































berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, 
bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri.Pelaku 




Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk 
terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi 
manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap 
jiwa, akal dan keturunan. 
Kitab Undang Udang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak 
pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum 
dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab 
XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan 
kepada pelaku tindak pidana pencabulan.
4
 Namun sanksi yang berikan oleh 
KUHP untuk tindak pidana pencabulan anak dibawah umur masih ringan 
sehingga pemerintahdengan melihat kondisi Indonesia sekarang telah marak 
pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila kondisi ini terus 
berlangsung, maka akanbanyak anak-anak yang menjadi korban dari oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab, karena anak merupakan penerus 
bangsa, oleh karena itu pemerintah sadar pentingnya melindunginya anak 
                                                          
3
 Fachrul Razi, ‚Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari 
aspek perlindungan terhadap anak (studi Analisis Putusan Pengadilan negeri Lhokseumawe No. 
60/Pid,B/2013/PN.LSM dan No. 117/Pid.B/2013/PN.LSM)‛,(Skripsi—Universitas Sumatra 
Utara, Medan, 2014), 2. 
4Paramitha Dwinanda Putri, ‚Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 
di bawah umur (Studi kasus di kota Surakarta)‛, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, 
Surakarta, 2018), 2 


































dari predator-predator anak dengan membuat Undang-Undang khusus untuk 
kejahatan terhadap anak yang diatur dalam UU nomor 35 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yang mana didalamnya juga termuat tentang tindak 
pidana pencabulan terhadap anak yang mengancam siapa saja yang 
melanggar akan dikenakan sanksi yang cukup berat. 
Menurut R. Soesilo dalam bukunya, yang dimaksud dengan 
perbuatan cabul ialah segala berbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan keji.Semua itu dalam lingkup nafsu birahi 
kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-
raba buah dada dan sebagainya.
5
 
Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman akan 
kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau untuk membiarkan 
dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang pidana (KUHP) 
pasal 290 ayat (2) dan (3), selain diatur dalam KUHP juga diatur secara 
khusus  dalam pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
Pencabulan anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP Pasal 290 
ayat (2) dan (3), yaitu yang berbunyi: 
                                                          
5
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP),  (Bogor: Politeia, 1996), 212. 


































(2) Barangsiapa melakukan berbuatan cabul dengan seorang padahal 
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya 
belum lima tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan 
belum waktu untuk dikawin. 
(3) Barangsiapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun 
atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya 
untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 




Sedangkan ada pula pencabulan anak dibawah umur yang diatur 
khusus dalam pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E  Undang-Undang No. 35 tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yaitu yang berbunyi:
7
 
Pasal 76E : 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan 
dilakukan berbuatan cabul. 
Pasal 82 ayat (1): 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud 
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
Pelaku dalam melakukan tindak pidana memaksa anak dibawah umur 
untuk melakukan cabul dengannya, sering kali tidak berjalan sesuai yang 
diharapkan oleh pelaku, dimana saat pelaku berusaha memaksa anak 
dibawah umur untuk melakukan cabul dengannya ada saja hal-hal yang 
membuat perbuatan cabulnya tidak selesai dikarenakan suatu hal yang 
datang dari luar dirinya, seperti perbuatannya diketahui oleh orang lain pada 
                                                          
6
 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, cet. 2(tt:Wacana Intelektual, 2015), 565. 
7
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 


































saat perbuatan itu dilakukan, sehingga pelaku tidak bisa melanjutkan 
perbuatan tersebut hingga selesai. 
Dalam hal perbuatan pidana yang tidak selesai dikarenakan bukan 
dari kehendak dirinya sendiri, dalam hukum pidana dikenal dengan 
percobaan melakukan pidana.Bukan hanya tindak pidana yang selesai saja 
yang dapat dihukum, melainkan juga dalam percobaan melakukan tindak 
pidana dapat dihukum, tetapi sanksi pidana terhadap melaku yang 
melakukan tidak pidana percobaan lebih ringan dari pada tindak pidana yang 
selesai.Dimana percobaan melakukan pidana tersebut diatur dalam Kitab 
Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) pasal 53. 
 Pasal 53 merumuskan:
8
 
(1) Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat itu telah 
nyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya 
pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya 
sendiri. 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya 
dalam hal percobaan. 
(3) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana tambahan bagi 
kejahatan yang telah selesai 
Perbuatan pencabulan bisadiartikan sebagai perbuatan percobaan 
melakukan perzina>an karena perbuatan tersebut tidak sampai memasukkan 
kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, dimana perbuatan pencabulan 
tersebut hanya sebatas mencium, meraba-raba bagian tubuh yang sensitif, 
memeluk dan lain sebagainya. 
                                                          
8
Ibid, 513. 


































Perbuatan pencabulan merupakan perbuatan yang mendekati zina> 
karena perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan 
terjadinya zina>. Dalam Al-Qur’an, larangan perbuatan mendekati zina> 
terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya bahwa, ‚Dan janganlah 
kamu mendekati zina>, sesungguhnya zina> itu adalah suatu perbuatan yang 
keji‛.9 
Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan yang mendekati zina>, 
menurut para nufasirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen 
Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina> itu merupakan 
perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan.
10
 
Dalam hal sanksi melakukan zina> pada umumnya akan dikenakan 
hukuman h}ad yaitu di cambuk seratus kali untuk yang belum menikah dan di 
hukuman rajam apabila sudah menikah. Pelaku zina> dapat dikenakan 
hukuman h}ad apabila telah memenuhi syarat, yaitu (1) telah baligh, (2) 
berakal, (3) beragama islam, (4) tidak ada paksaan, dan (5) tidak 
menimbulkan syubhat. 
Dalam hal percobaan melakukan zina> atau pencabulan tidak boleh 
dihukum h}ad zina>, yaitu seratus kali jilid atau rajam. Oleh karena itu, 
hukuman untuk percobaan melakukan zina> adalah ta’zi>r.11 
Dalam hal melakukan pencabulan, pelaku sering menggunakan 
kelemahan dari orang yang ingin dicabuli untuk memuaskan nafsu bejatnya, 
                                                          
9




Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 75. 


































seperti anak dibawah umur yang kondisi fisiknya yang lemah, sehingga anak 
dibawah umur mudah sekali untuk dipaksa melakukan pencabulan oleh 
pelaku. Biasanya tempat-tempat yang jauh dari keramaian yang menjadi 
tempat favorit pelaku, tetapi tempat-tempat umum juga seperti dalam bus, 
kereta api, ditepat sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sering kali 
perbuatan pelaku tidak selesai dikarenakan ketahuan oleh orang lain. 
Seperti yang terjadi pada kasus percobaan memaksa anak dibawah 
umur untuk melakukan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Rama 
Johani.Pada saat korbannya berada didalam kelas bersama seorang temannya 
yang bernama Jeni, datang pelaku dengan tidak memakai celana mengejar 
saksi Jenidan melepaskan celana saksi Jeni, karena takut korban bersembunyi 
dibawah meja di ruangan kelas tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi 
korban dan mengangkat badan korban sambil memeluk korban seraya 
memegang dengan kuat tangan korban dari arah belakang, Namun sewaktu 
pelaku melaksanakan niatnya memeluk korban kurang lebih 3 detik, 
ketahuan oleh saksi Viki sebagai penjaga sekolah sehingga berbuatannya 
tidak selesai. 
Ketetarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena 
menurut penulis kasus ini merupakan kasus pencabulan terhadap anak yang 
mana pelakunya dikenakan peraturan yang lebih khusus, yang mana sanksi 
pidana yang dikenakan dalam peraturan yang khusus lebih berat, sehingga 
ada efek jera untuk mencegah pelaku untuk mengulangi berbuatannya dan 
juga supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak pelaku 


































perbuatan keji tersebut terhadap anak karena akan dikenakan sanksi pidana 
yang cukup berat. Tetapi Majelis Hakim lebih memilih peraturan yang 
umum, yang mana hal ini hakim telah melanggar asas lex specialis derogate 
legi generalis yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) yang pada dasarkan 
menjelaskan bahwa aturan yang bersifatkhusus mengesampingkan aturan 
yang bersifat umum. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
kasus tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dengan judul 
skripsi Analisis Hukum pidana IslamTentang Tindak Pidana Percobaan 
Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok 
Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk) 
B. Indentifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa 
masalah yang teridentifikasi, yaitu: 
1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencabulan 
terhadap anak. 
2. Unsur-unsur tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak. 
3. Bentuk sanksi  bagi pelaku tindak pidana percobaan pencabulan terhadap 
anak. 
4. Pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku 
tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk. 


































5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi 
pelaku tindak pidana percobaan pencabulan anak dibawah umur dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang masih umum, maka 
penulis membatasi masalah yang hendak dikaji supaya terarah, pembahasan 
ini yaitu sebagai berikut: 
1. Analisis pertimbangan Hakim dalam memberi sanksi pidana bagi pelaku 
tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk. 
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak 
pidanapercobaan pencabulanterhadap anak dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk. 
D. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti supaya lebih fokus 
dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencabulan anak dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksibagi pelaku 
tindak pidana percobaan pencabulan anak dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk? 


































E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 
sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa kajian yangakan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.
12
 Adapun hasil penelusuran 
penulis,tema yang sama yaitu tentang pencabulan yang pernah dibahas yaitu: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni, tahun 2018 yang berjudul 
‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan 
Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik 
Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)‛. yang pada intinya menjelaskan 
tentang landasan hukum hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 
Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat. Majelis hakim  
memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal pasal 
81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 
pasal 65 ayat 1 KUHP, sedangkan hakim tidak mempertimbangkan pasal 
yang ada dibawahnya dalam Undang-undang yang sama yakni pasal 82 
ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
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Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi,(Surabaya,2016), 8. 


































AtasUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
13
 
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wahyu Dzilhajj, tahun 2018 yang 
berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Oleh Tenaga Kependidikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi 
Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm), yang pada intinya 
menjelaskan tentang Majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman 
5 tahun penjara, sementara hakim tidak mempertimbangkan pasal 82 ayat 
(2) yang menjelaskan bahwa apabila dilakukan oleh Pendidik atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga. Sedangkan hukum 
pidana islam hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak 
diterangkan secara pasti karena yang terdapat dalam Alquran hanya zina>, 
sehingga pelaku tidak boleh dihukum h}ad, melainkan dapat dihukum 
ta’zi>r.14 
3. Skripsi yang ditulis oleh Shohibul Nuramandani, tahun 2018 yang 
berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencabul \An 
Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus-
Anak/2014/Pn.Bwi‛, yang pada intinya menjelaskan tentang Hukuman 
                                                          
13
DewiWahyuni, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan 
dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)‛, (Skrips--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018) 
14Ahmad Wahyu Dzilhajj, ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Oleh Tenaga Kependidikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi 
Banjarmasin Nomor: 17/Pid.Sus/2016/Pt.Bjm)‛, ( Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2018) 


































yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang, dalam pasal 81 ayat 2.
15
 
Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi yang 
berjudul ‛ Analisis Hukum pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan 
Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok 
Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk)‛. Yang menjadi pokok pembahasan dalam 
skripsi ini adalah Percobaan melakukan pencabulan terhadap anak yang 
dilakukan oleh pelaku didalam kelas dengan cara memeluk korbannya 
dengan erat, tetapi beberapa saat perbuatannya ketahuan oleh penjaga 
sekolah sehingga pelaku langsung melarikan diri.Yang membedakan skripsi 
ini dengan skripsi-skripsi di atas yakni pada kasus dan dalam hal pasal yang 
digunakan hakim dalam pertimbangan menjatuhkan putusan. 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk. 
2. Untuk mengetahui pandangan menurut hukum pidana islam terhadap 
sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pencabulanterhadap anak 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk. 
                                                          
15Shohibul Nuramandani, ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencabul\An Anak 
Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Bwi‛ (Skripsi—UIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2018) 


































G. Kegunaan HasilPenelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yaitu dari 
aspek: 
1. Aspek keilmuan (teoritis) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam hukum pidana Islam yang berkaitan 
dengan sanksi percobaan pencabulan. 
2. Aspek terapan (Praktis) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 
penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan berharap dapat dijadikan 
landasan oleh para penegak hukum, khususnya untuk Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung untuk membuat putusan atau 
penerapan sanksi percobaan pencabulan terhadap anak. 
H. Definisi Operasional 
Untuk mempermudahkan isi dari pembahasan ini, penulis akan 
memberikan penjelasan secara operasional yang dianggap perlu oleh penulis 
untuk menghindar ketidakjelasan dari isi dari pembahasan skripsi ini, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana islam merupakan arti dari Fiqh Jinayah adalah hukum 
Syara’ yang memuat jenis perbuatan yang dilarang, apabila perbuatan 
tersebut dilakukan atau tidak dilakukan maka para pelakunya dapat 
dikenakan hukuman hadatau tâ’zir. 



































Ta’zi>radalah suatu hukuman yang ketentuannya tidak diatur dalam 
nashmaupun dalam hadis Rasulullah, yang mana ketentuan diatur sendiri 
oleh penguasa. 
3. Anak 
Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 
tergolong anak adalah anak yang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
4. Percobaan 
Percobaan adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk dilakukan, tetapi 
perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan bukan dari kemauannya 
sendiri. 
5. Pencabulan  
Pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan), yang mana perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsu 
birahi kelamin, yaitu seperti mencium, memeluk, meraba-raba anggota 
tubuh yang sensitif (kelamin dan buah dada). 
 
I. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam 
penelitian yang akan dilakukan.
16
  Dalam hal ini meliputi: 
1. Jenis Penelitian 
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Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17. 


































Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis 
penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk 
menentukan hukum dari sebuah peristiwa atau memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.
17
 Penulis 
menggunakan penelitian normatif ini, karena dalam penelitian ini akan 
menentukan norma hukum terhadap rumusan masalah diatas 
Metodologi penelitian hukum normatif ini digunakan untuk 
menjawab perumusan masalah yang pertama, sedangkan untuk 
menjawab permasalahan kedua terkait dengan pandangan hukum pidana 
islam penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari 
buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan 
objek penelitian. 
2. Pendekatan Masalah 
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan 
(Statute Aproach) dan pendekatan kasus (Case Aproach). 
Pendekatan undang-undang (Statute Aproach) dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini 
pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti 
untuk mempelajari undang-undang yang terkait untuk memperoleh suatu 
                                                          
17
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Edisi Revisi), (Jakarta:Prenada media group,2015), 
83. 


































argumen yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam 
penelitian ini. 
Pendekatan kasus (Case Aproach) adalah pendekatan dengan 
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
3. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang akan diperlukan dalam penelitian adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data Primer adalah 
bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Yang 
meliputi Perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri.
18
Sumber 
sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai 
pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, 
ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.
19
 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Al-Qur’an. 
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak. 
3) Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn 
Slk. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
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Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141. 
19
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23. 


































1) Dr. H. Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam,(Surabaya: 
Pustaka Idea, 2015). 
2) Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016). 
3) Segaf Hasan, Jinayat, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren 
Darullughoh Wadda’wah, 2013). 
4) Rasyid Ariman. Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: 
Setara Press, 2016). 
5) Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: 
Rangkang Education &PUKAP-Indonesia, 2012). 
6) Andi Sofyan. Nur Azisa, Hukum Pidana,(Makassar: Pustaka 
Pena Press, 2016). 
7) Neng Djubaedah, Perzina>an, (Jakata: Kencana, 2010). 
8) R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta 
Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal, (Bogor: 
Politea, 1996). 
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan menurut penelitian ini meliputi : 
 
a. Dokumentasi 
Yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca 
dan menganalisa bahan hukum pada Direktori Putusan Pengadilan 
Negeri  Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk. Teknik ini digunakan 


































untuk memperoleh bahan hukum tentang dasar hakim pada 
putusan tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak. 
b. Pustaka 
Yaitu teknik mencari bahan hukum dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis buku yang 
relevan dengan masalah yang akan dibahas. 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Dalam menganalisis bahan hukum, penulis akan menggunakan 
metode hukum normatif. Dimana penulis akan menentukan suatu hukum 
terhadap perumusan masalah yang dibahas, dimana bahan-bahan hukum 
untuk analisis bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah 
dikumpulkan sehingga menghasilkan preskripsi terhadap masalah yang 
dibahas. Preskripsi, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara 
memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan 
menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk masalah 
yang dapat dipahami dengan mudah. Langkah yang ditempuh penulis 
selanjutnya adalah mendeskripsikan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak, kemudian di tinjau 
dengan menggunaksan hukum pidana Islam. 
J. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan 
dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka 


































pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab 
mengandung sub bab, sehingga bab yang satu dengan bab yang lain 
berkorelasi dan sistematis dalam pembahasannya. 
Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab dua, bab ini merupakan pembahasan tentang teoritis yang di 
hasilkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang 
mana Pada bab ini akan membahas yang meliputi yaitu: (1) berisi teori ta’zi>r, 
(2) teori percobaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan (3) 
Teori pencabulan terhadap anak 
Bab tiga, bab ini mendeskripsikan secara singkat tentang Putusan 
Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk tentang percobaan 
pencabulan terhadap anak, Serta dasar hakim dalam menentukan sanksi 
hukuman terhadap pelaku percobaan pencabulan terhadap anak. 
Bab Empat, membahas tentang menganalisis Untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk dan tinjauan 
hukum pidana islamterhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan 
pencabulan anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok 
Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn Slk. 


































Bab lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran dari penelitian ini.      


































KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERCOBAAN 
PENCABULAN TERHADAP ANAK 
 
Tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak 
merupakan jari>mah ta’zi>r yang berkaiatan dengan kejahatan 
kehormatan. Tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak 
disebut juga sebagai perbuatan yang mendekati jari>mah zina>,20 yang 
mana perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori hukuman 
h}udu>d atau kaffa>rat,21 sehingga tindak pidana percobaan pencabulan 
ini hanya dapat dihukum ta’zi>r. Hukuman ta’zi>r ini akan dijelaskan 
di bawah ini. 
A. Ta’zi>r 
1. Pengertian Ta’zi>r 
Ta’zi>r adalah bentuk masdar dari kata ََرَزَع - َُِرزْعي yang secara 
etimologis berarti َُعَْنلاَوُّدَّرلا, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga 
memiliki arti َهرَصَنmenolong atau menguatkan.22 Dalam hal ini seperti 
Firman Allah SWT, berikut:
23 
لايِصَأَوًَةرْكُبُهوُحِّبَسُتَوُهوُرِّ قَوتَوُهوُرِّزَعتَِوِلِوُسَرَوِهَّللِاباوُنِمْؤ ُِتل 
Artinya:‚Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-
Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan 
petang‛. (QS. Al-Fath 9). 
 
                                                          
20
Neng Djubaedah, Perzinaan,  (Jakarta: Kencana, 2010), 73. 
21
Segaf Hasan Baharun, Jinayat. (Pasuruan: Ma’had Darullughah Wadda’wah, 2013), 161. 
22
Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 
23
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002). 
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Kata ta’zi>r dalam ayat ini juga berarti ََ قَوُه َناََعأَوُهَرَّ قَوَوُهَمَّظَعهاَو , yaitu 
membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama 
Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam ‚Al-Misbah Al-Mu’nir‛ 
mengatakan bahwa ta’zi>r adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam 
kelompok h}ad.24 
T`a’zi>r juga diartikan dengan  َدِّرلاَو   ُع ْ نَ
لما, artinya menolak dan 
mencegah, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya. Hukuman ta’zi>r adalah hukuman 
pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan 
oleh shara’. Hukuman ta’zi>r adalah sekumpulan hukuman yang 
belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang 
paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada 
hukuman yang paling berat,seperti kurungan dan dera, bahkan 
sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang 
berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih 




Ta’zi>r adalah sebuah sanksi hukum yang 
diberlakukan kepada seorang pelaku jari>mah atau tindak 
pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik 
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 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah…, 136. 
25
 Lailatul Mas Ula, ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian 
Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)‛, (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 20. 


































berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan 
pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak termasuk dalam 
kategori hukuman h}udu>d atau kaffa>rat. Oleh karena ta’zi>r 
tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, 
maka ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa 
setempat.
26
Dalam hal ini penguasa menyerahkan tugas ini 
kepada hakim, di mana hakim yang menentukan ukuran dari 
suatu ta’zi>r akan dikenakan terhadap pelaku, suatu larangan 
dalam agama yang tidak ada ketentuan hukuman maupun 
kaffarohnya adalah menurut ijtihadnya (menurut 
pandangannya) dengan ukuran dan macam hukuman yang 
sekiranya dapat mengakibatkan si pelaku jera.
27
 
Dalam menerapkan jari>mahta’zi>r, prinsip utama yang 
menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan 
melindungi setiap anggota masyarakat dari kemodaratan (bahaya), 
di samping itu, penegakan jari>mah ta’zi>r harus sesuai dengan 
prinsip shar’i (nas).28 
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta’zi>r 
Dasar hukum disyariatkannya ta’zi>r terdapat dalam beberapa hadis 
Nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, yaitu 
sebagai berikut: 
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Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Amzah, 2011), 128. 
27
 Segaf Hasan Baharun, Jinayat..., 161. 
28
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 14. 



































ٍَةَمْهتيًِفلاُجَرَسَبَحَمَّلَسَوِهْيَلَعهللاَّىلَصَّيِبَّنلاََّنأِه ِّدجنعِهِيَبأْنَعٍميِكَحِْنِبزْهبْنَعةنعىلخثم  
 
Artinya: Dari Bahz Bin Hakim dari ayahnya dan kakeknya 
bahwasannya Nabi Saw. menahan seseorang karena 
disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, 





اَوْسَأٍَةرَشَع َقْو َف ادحَأُدَلُْيَُلاُلوُقيَمَّلَسَوِهْيَلَعهللاىَّلَصهللَلَوُسَرَعَمسُهَّ َنأِِّيَراصَْنْلْاَةَْدبرِيَبأْنَعيِفَّلَِإٍط
َِللاِدوُذُحْنِم ٍّدح 
 
Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda ‚tidak boleh dicambuk 
lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman 






ِِتَِار َثَعَِتاَئْْيلِايِوَذاوُليَِقأَمَّلَسَوِهْيَلَعهللاىَّلَصهللُلَوُسَرَلاَق ْ َتلَاَقاهْنَعهللاَيِضَرَةَشِئاَع ْ نَع 
 
Artinya: Dari Aisyah r.a. Bahwa Nabi Saw. bersabda, ‚ringankanlah 
hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan 
kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jari>mah-
jari>mahh}udu>d. (HR. Abu Dawud).31 
Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang 
eksitensi ta’zi>r dalam syariat islam. Berikut ini penjelasannya.32 
a. Hadis pertama menjelaskan tindakan Nabi yang menahan 
tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses 
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penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang 
tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau 
mengulangi perbuatan tindak pidana. 
b. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang 
tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk 
membedakan dengan h}udu>d. Dengan batas hukuman ini, dapat 
diketahui mana yang termasuk jari>mah h}udu>d dan mana yang 
termasuk jari>mahta’zi>r. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat 
bahwa termasuk jari>mah h}udu>d adalah zina>>, qadzf, meminum 
khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. 
Adapun jari>mah qisha>sh-diya>t terdiri atas pembunuhan dan 
penganiayaan. Selain dari jari>mah-jari>mah yang sudah 
disebutkan, termasuk ke dalam jari>mahta’zi>r. Meskipun, tetap 
saja ada perselisihan, di antara mengenai homoseksual atau 
lesbian. 
c. Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman 
ta’zi>r yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung 
status pelaku dan hal lainnya. 
Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar 
hukum untuk h}udu>d dan ta’zi>r, antara lain tindakan Umar bin Al-
Khaththab melihat seseorang yang menelentangkan seekor 
kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, ia baru 


































mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata, 
‚Asahlah dulu pisau itu‛. 
3. Macam-Macam Jari>mahTa’zi>r 




a. Jari>mah Ta’zi>ryang Berkaiatan Dengan Pembunuhan 
Seperti yang telah diketahui bahwa pelaku 
pembunuhan itu diancam dengan hukuman qishash atau 
hukuman mati. Masalah lain yang diancam dengan 
ta’zi>radalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut 
dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Para ulama 
berbeda pendapat tentang ketentuan ta’zi>r. Imam Malik dan 
Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si 
pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah dijilid seratus 
kali dan dipenjara selama satu tahun. 
b. Jari>mahTa’zi>ryang Berhubungan dengan Perlukaan 
Menurut Imam Malik, boleh digabung antara 
ta’zi>rdengan qishash dalam jari>mah  pelukaan, dengan alasan 
bahwa qishash itu suatu imbalan hak alami, sedangkan 
ta’zi>radalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi 
pelajaran yang berkaiatan dengan hak jari>mah. 
c. Jari>mah Ta’zi>ryang Berkaiatan dengan kejahatan Terhadap 
Kehormatan dan Kerusakan Akhlak 
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Termasuk jari>mah ta’zi>radalah percobaan 
perzina>an/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina>, 
seperti mencuim dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan 
tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya 
sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi 
juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak 
masyarakat. 
d. Jari>mah Ta’zi>ryang Berkenaan dengan Harta 
Jari>mah yang berkaitan dengan harta diancam dengan 
hukuman h}ad adalah pencurian dan perampokan. Namun 
pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan 
untuk dijatuhi h}ad, maka termasuk jari>mah ta’zi>r. Perbuatan 
maksiat yang termasuk jenis ini antara lain adalah pencopetan, 
percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak, 
penculikan anak dan perjudian. 
e. Jari>mah Ta’zi>ryang Berkaiatan dengan Kemaslahan Individu 
1) Saksi palsu 
Saksi palsu adalah berbuatan maksiat yang dilarang 
shara’. Saksi palsu juga merupakan kejahatan yang berat, 
dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran 
yang harus ditegakkan. Oleh karena syari’at Islam tidak 


































menentukan hukuman bagi saksi palsu, maka perbuatan ini 
dikategorikan ke dalam jari>mah ta’zi>r. 
2) Menyakiti atau Membuat Kemadharatan Terhadap Hewan 
Syariat Islam melarang membunuh atau menganiaya 
binatang jinak, baik dengan cara mengurung atau tidak 
memberikan makan. Nabi berkata; ‚Seseorang wanita 
masuk neraka kerena mengurung kucing, tidak diberi 
makan, minum dan tidak membiarkannya makan dengan 
bebas‛ 
Hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu telah 
berbuat maksiat dan maksiatnya termasuk jari>mah ta’zi>r. 
3) Mengganggu Kehormatan dan Hak Milik Orang Lain 
Para Ulama berpendapat bahwa memasuki 
rumahorang lain tanpa izin itu termasuk jari>mah ta’zi>ryang 
diancam dengan hukuman ta’zi>r. 
4) Suap 
Suap diharamkan oleh al-Quran dan al-Sinnah. Allah 
berfirman:‛mereka itu adalah orang-orang yang suka 
mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram 
(QS an-Nur: 27)‛. 
Ibn Taimiyah berkata bahwa yang dimaksud dengan 
memakan yang haram adalah memakan hasil suap. 






































Spionase adalah tindakan intelejen dari Negara 
musuh memata-matai Negara kita adalah suatu maksiat dan 
termasuk jari>mah ta’zi>r. 
2) Jari>mahyang berkaiatan dengan percobaan Coup De E’tat, 
termasuk Subversi. 
3) Segala tindakan kekuarang disiplinan aparatur pemerintah 
4. Macam-Macam Hukuman Ta’zi>r 
a. Hukuman Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Badan 
1) Hukuman Mati 
Untuk jari>mah ta’zi>r, hukuman mati ini diterapkan oleh 
para fuqaha> secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada Ulil 
Amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zi>r dalam 
jari>mah-jari>mah yang jeniskan diancam dengan hukuman mati 
apabila jari>mah tersebut dilakukan berulang-ulang.34 
Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai 
ta’zi>r untuk jari>mah ta’zi>r tertentu, seperti spionase dan 
melakukan kerusakan di muka bumi. 
Sebagian fuqaha> Syafi’iyah membolehkan hukuman 
mati sebagai ta’zi>r dalam kasus penyebaran aliran-aliran 
sesat yang menyimpang dari ajaran Alquran dan Sunah. 
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Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk 
jari>mah ta’zi>r, hanya dilaksanakan dalam jari>mah-jari>mah yang 
sangat berat dan  berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut. 
a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh 
hukuman-hukuman h}udu>d selain hukuman mati. 
b) Harus dipertimbangan betul-betul dampak 
kemaslahatan terhadap masyarakat dan percegahan 
terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi. 
Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan 
hukuman mati sebagai ta’zi>r tidak ada keterangan yang pasti. Ada 
yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang 
mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. 
Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, 
karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, 
karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.
35
 
2) Hukuman Cambuk 
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku 
jari>mah ta’zi>r. Hukuman ini dalam jari>mahh}udu>d telah jelas 
jumlahnya bagi pelaku jari>mah zina> ghairu muhsan dan 
jari>mahqadzf. Namun dalam jari>mah ta’zi>r, hakim diberikan 
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kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan 
dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
36
 
Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah 
cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak 
terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 
Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara 
adalah pertengahan. 
Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman 
cambuk masih di perselisikan oleh para fuqaha. Menurut 
Hanafiyah, cambuk sebagai ta’zi>r harus dicambukkan lebih 
keras daripada cambuk dalam h}ad agar dengan ta’zi>r orang 
terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya 
lebih sedikit dari pada h}ad. Alasan lain adalah bahwa 
semakin keras cambukkan itu semakin menjerakan. Akan 
tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk 
dalam ta’zi>r dengan sifat cambuk dalam h}udu>d. 
Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke 
muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian 
punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh 
mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke 
bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang 
terhukum. 
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Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa 
hukuman cambuk tidak boleh sampai menimbulkan cacat 
dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang 
terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena 
tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan 
kepadanya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan 
bahwa sasaran jilid dalam ta’zi>r adalah bagian punggung 
tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.
37
 
b. Sanksi Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang 
Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu 




1) Hukuman Penjara 
Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman 
penjara, yaitu al- h}absu dan al-sijnu> yang keduanya 
bermakna al-man’u, yaitu mencegah atau menahan. 
Menurut Ibnu al-Qayyim, al-habsu ialah menahan seseorang 
untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, 
baik itu rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah 
yang dimaksud dengan al- h}absu di masa nabi dan Abu 
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Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas 
pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan 
bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan 
penjara. 
Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama 
membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. 
Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya 
karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun 
beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di 
masjid. 
Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga 
berdalil tindakan Ustman yang memenjarakan Zhabi’ dan 
Harist (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali 
memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah, dan 
Rasulullah yang menahan seseorang tertuduh untuk 
menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang 
terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir siter tuduh 




Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok 
dan dapat pula menjadi hukuman tambahan, apabila 
hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak 
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membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman 
ini dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:
40
 
a) Hukuman Penjara Terbatas 
Hukuman penjara terbatas ialah hukuman 
penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. 
Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jari>mah 
penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka 
puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa 
halangan, mengairi ladang dengan air milik orang lain 
tanpa izin dan bersaksi palsu. 
Tidak ada batas maksimal yang dijadikan 
pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan 
memperhatikan perbedaan kondisi, jari>mah, pelaku, 
tempat, waktu, dan situasi ketika jari>mah itu terjadi. 
Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut 
Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara 
adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, 
tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan 
kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman 
penjara (ta’zi>r) ditentukan batasnya, maka tidak ada 
bedanya antara hukuman h}ad dan hukuman ta’zi>r. 
b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas 
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Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi 
waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum 
meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat 
disebut juga dengan hukuman penjara seumur 
hidup,sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum 
positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam 




2) Hukuman Pengasingan 
Hukuman pengasingan ini adalah kekhawatiran paraulama 
akan tersebarnya pengaruh si pelaku kepada orang lain sehingga 
harus dibuang ke luar daerah. Dalam istilah keseharian, hukuman 
ini mirip dengan pesona nongrata, orang yang dianggap tidak 
boleh berada dalam satu wilayah tertentu. Cuman saja istilah ini 




Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku 
jari>mah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain 




c. Sanksi Ta’zi>r yang Berupa Harta 
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Para ulama tidak sepakat tentang dibolehkannya sanksi 
ta’zi>r berupa harta. Imam Abu Hanifa dan Muhammad tidak 
membolehkannya, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi’i, Imam 
Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang 
membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan 
ta’zi>r berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan 
menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan 
merampas atau menghancurkannya. Alasan mereka adalah 
karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada 
alasan hukum yang membolehkannya. 
Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi ta’zi>r 
berupa harta itu diperbolehkan pada permulaan Islam lalu 
dinasakh, karena dengan memperbolehkannya sanksi yang 
demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta 
orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan para 
ulama yang tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima 
oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah 
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Imam Ibnu Taimiyah hukuman ta’zi>r berupa harta ini 
menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar  
(pengaruhnya) terhadap harta, yaitu :
45
 
1) Menghancurkannya (Al-Itla>f) 
Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman 
ta’zi>r berlaku untuk barang-barang yang mengandung 
kemungkaran. Penghancuran barang ini tidak selamanya 
merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh 
dibiarkan atau disedekahkan. 
2) Mengubahnya (Al-Ghayir) 
Hukuman ta’zi>r yang berupa mengubah harta 
pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh 
orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya 
sehingga mirip pohon atau vas bunga. 
3) Memilikinya (Al-Tamli>k) 
Hukuman ta’zi>r dengan pemilikan harta pelaku, antara lain 
Rasulullah melipatgandakan dengan bagi seorang yang 
mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. 
Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat 
gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang 
temuan. 
d. Sanksi Ta’zi>r Lainnya 
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Selain hukuman-hukuman ta’zi>r yang telah disebutkan, 
masih ada beberapa sanksi lainnya, yaitu:
46
 
1) Hukuman Salib 
Dalam tindak pidana gangguan keamanan atau 
perampokan (h}ira>bah), hukuman salib adalah hukuman 
h}udu>d. Menurut sebagian fuqaha, pelaku salib setelah 
dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku 
disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam 
keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib 
atas perampok adalah hukuman h}udu>d mendorong fuqaha 
untuk menatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi 
hukuman ta’zi>r. 
2) Hukuman Pengucilan (Hajr) 
Diantara hukuman ta’zi>r dalam hukum Islam 
adalah hukuman pengucilan (hajr) sebagai hukuman yang 
dijatuhkan kepada istri,sebagaimana termaktub dalam Al-
Quran, surah An-nisa’ ayat 34: 
Artinya; hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang). 
(QS. an-Nisa’[4] 34) 
Dalam sejarah Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman 
pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam 
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perang tabuk, yaitu Kaáb Bin Malik, Mirarah Bin Rubaiáh Al-
Amiri dan Hilal Bin Umaiyah. Ketiganya dikucilkan selama lima 
puluh hari tanpa diajak berbicara. 
3) Hukuman Teguran (Taubi>kh) 
Hukuman ta’zi>r dalam hukum Islam antara lain adalah 
hukuman teguran atau pencelaan (taubi>kh). Apabila hakim 
memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan 
mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman 
taubi>kh kepadanya. 
4) Hukuman Ancaman (Tahdi>d) 
Hukuman ancaman (tahdi>d) juga termasuk   
hukuman ta’zi>r, dengan syarat bukan ancaman kosong dan 
hukuman ini akan membawa hasil serta dapat 
memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. 
Hukuman tahdi>d antara lain dengan ancaman apabila 
terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, 
dipenjara atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. 
 
 
5) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (Tasyhi>r) 
Tasyhi>r adalah mengumumkan tindak pidana 
pelaku kepada publik. Hukuman tasyhi>r dijatuhkan atas 
tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti 


































kesaksian palsu dan penipuan. Pada zaman 
dahulu,penerapan hukuman perusakan nama baik ini 
dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana 
di tempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum 
di mana pada saat itu tidak ada cara atau media lain. 
Adapun pada masa sekarang, hukuman tasyhi>r dapat 
dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar 
atau menempelkan pengumuman tersebut di tempat-
tempat umum. 
6) Hukuman Peringatan (Al-Wa’zu>) Dan Hukuman Yang 
Lebih Ringan Darinya. 
 
Dalam hukum Islam, hukuman peringatan 
termasuk kategori hukuman ta’zi>r. Hakim boleh hanya 
menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila 
hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki 




5. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Ta’zi>r48 
a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 
melakukan jari>mah. 
                                                          
47
 Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Hukum Pidana Islam Ensiklopedi,terj.Tim Tsalisah, (Bogor: 
PT Kharisma Ilmu,tt), 98. 
48Lailatul Mas Ula,‛ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap SanksiAnak Pelaku Pencurian 
Dalam KeadaanMemberatkan(Studi Putusan Pengadilan Negeri 
BandungNomor:527/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg)‛, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 
29. 


































b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jari>mah di kemudian hari. 
c. Kuratif (memperbaiki). Ta’zi>r harus mampu membawah perbaikan 
prilaku terpidana di kemudian hari. 
d. Edukatif (pendidikan). Memberikan pengajaran dan pendidikan 
sehingga diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang 
lebih baik. 
Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk 
setiap jari>mahta’zi>r. Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan 
hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. 
Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang 
sesuai. Dengan demikian, saksi ta’zi>r tidak memiliki batas 
tertentu. 
Ta’zi>r berlaku atas semua orang yang melakukan 
kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan 
baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, 
atau kafir maupun muslim, baik dengan perbuatan, ucapan, atau 





1. Percobaan Menurut  KUHP 
a. Pengertian Percobaan 
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Kata poging biasanya diterjemahkan dengan 
‚Percobaan‛. Maksudnya ialah percobaan melakukan 
kejahatan atau tindak pidana. KUHP sendiri tidak 
merumuskan arti atau definisi, namun secara singkat 
percobaan ini dapat diberi arti sebagai suatu kejahatan yang 
telah mulai, tapi belum selesai.
50
 Menurut Memori van 




Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah 
pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang 
telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun 
suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan 
tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu 
permulaan pelaksana. 
Namun di KUHP sendiri hanya mengatur mengenai 
batasan tentang kapan dikatakan ada percobaan untuk 
melakukan kejahatan yang dapat dipidana, sebagaimana 




Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat 
dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah 
diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan 
pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, 
dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung 
pada kemauannya. 
 
b. Teori Percobaan 
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Dalam hukum pidana terdapat dua teori percobaan 




1) Teori Subjektif 
Teori/aliran ini mencari sandaran kepada subjek (si 
pembuat), artinya percobaan dipandang sebagai 
dasar/alasan untuk memperluas dapat dipidananya orang 
dan karenanya disebut aliran subjektif. Menurut 
pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan 
untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak 
dipenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila 
telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Dengan kata 
lain, si pembuat itu telah menimbulkan bahaya bagi 
kepentingan hukum serta oleh karenanya ia patut dipidana. 
 
2) Teori Objektif 
Teori/aliran ini mencari sandaran bukan kepada subjek, 
tetapi kepada objek, yakni perbuatan si pembuat. Menurut 
aliran ini percobaan itu mesti dipidana bukan karena niat 
si pembuat, tetapi karena sifat perbuatan itu telah 
membahayakan kepentingan hukum. Dengan kata lain, 
percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, 
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akan tetapi hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. 
Jadi merupakan delik sendiri. 
Berpedoman kepada dua pandangan di atas, dapat 
dimengerti bahwa tentu saja setiap percobaan dapat dipidana. 
Untuk dapat dipidananya suatu percobaan harus dipenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 53 KUHP. Jadi, 
dengan dapat dipidananya percobaan (poging) itu, maka 
pengertian tindak pidana menjadi diperluas, artinya tidak saja 
yang telah selesai, yang belum selesai pun dapat dipidana.
54
 
c. Syarat-Syarat Tindak pidana percobaan 
Dalam pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena 




1) Adanya niat/kehendak dari pelaku. 
2) Adanya permulaan pelaksana dari niat/kehendak itu. 
3) Pelaksana itu tidak selesai semata-mata bukan karena 
kehendak dari pelaku. 
Pertama, adanya niat pada diri seseorang untuk 
melakukan kejahatan. Menurut Moeljatno bahwa niat tidak 
sama dengan kesengajaan. Alasannya adalah di dalam niat 
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orang yang hendak melakukan kejahatan termaktub semua 
kesengajaan apabila kejahatan telah selesai dilakukan.Dalam 
arti niat orang yang hendak melakukan kejahatan, secara 
potensial berubah menjadi kesengajaan untuk melakukan 




Kedua,Adanya permulaan pelaksana dari niat/kehendak 
itu. Dalam hal ini, telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan 
yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari norma 
pidana. Pengertian  perbuatan pelaksana menurut Hoge Raad 
adalah bahwa hanya perbuatan yang menurut pengalaman 
orang dengan tidak melakukan perbuatan lain lagi, dapat 
dipandang sebagai perbuatan pelaksana.
57
 
Ketiga,Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju 




1) Adanya penghalang fisik ialah apabila adanya kerusakan pada alat 
yang digunakan. Misalnya: pelurunya macet/tidak meletus, bom 
waktu jam rusak. 
2) Walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya 
disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Misalnya: Takut 
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segera di tangkap karena gerak geriknya untuk mencuri telah 
diketahui oleh orang lain. 
3) Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan-
keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran. Misalnya: daya 
tahan orang yang di tembak cukup kuat sehingga tidak mati atau 
yang tertembak bagian yang tidak membahayakan. 
Dengan menggunakan penafsiran kebalikan maka jika 
pelaksanaan tidak selesai (delik tidak selesai) karena kehendak 
pembuat sendiri maka pembuat tidak dipidana sebagai percobaan. 
Karena kehendak sendiri dimaknai pengunduran diri secara suka rela 
yang dapat saja dilakukan karena takut berdosa, rasa kasihan pada 
korban, takut masuk penjara dan lain-lain. Oleh karena itu tidak 




1) Pengunduran diri secara sukarela (Rucktritt) yaitu tidak 
menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk 
delik yang bersangkutan. 
2) Tindakan penyesalan (Tatiger Reue) yaitu meskipun perbuatan 
pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela 
menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut.  
Menurut Memorie van Toelichting maksud dicantumkannya 
unsur pengunduran diri suka rela ini dalam Pasal 53 KUHP adalah 
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untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri 
secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi 
belum terlaksana, tidak dipidana dan pertimbangan dari segi 
kemanfaatan (utilitias) bahwa usaha yang paling tepat (efektif) untuk 
mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya 
orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi kemudian dengan 
sukarela mengurungkan pelaksanaannya. 
2. Percobaan Menurut Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Percobaan Melakukan Jari>mah 
Secara etimologis, percobaan atau pemulaan dalam bahasa 
Arab adalah al-shuru>’ dalam hukum pidana,  istilah ini disebut 
jari>mah al-shuru>’ (delik percobaan). 
Sedangkan secara terminologinya percobaan melakukan 
jari>mah ialah memulai melakukan suatu perbuatan dengan maksud 
melakukan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau 
berhenti karena ada sebab yang tidak ada kaitannya dengan kehendak 
pelaku. Definisi yang lain mengungkapkan bahwa percobaan ialah 
tidak selesainya berbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, 




b. Fase Pelaksanaan Percobaan Melakukan Jari>mah 
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Setiap jari>mah mengalami fase tertentu sebelum 
melaksanakan kegiatan, proses pemikiran dan perencanaan, proses 
persiapan, dan proses pelaksanaan menjadi penentu dalam mengukur 
tindak pidana. Untuk itu, pembagian fase sangat urgen untuk 
menentukan bahwa pelaku dikenai hukuman, sedangkan dalam fase 
yang lain, pelaku tidak dituntut.
61
 
1) Fase Pemikiran dan Perencanaan (Marh}alah al-Tafki>r) 
Memikirkan dan perencanaan suatu jari>mah tidak 
dianggap sebagai maksiat. Menurut ketentuan yang berlaku 
dalam hukum pidana islam, seseorang tidak dapat dituntut atau 
dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung 
dalam hatinya.
62
Sehingga dalam fase ini seorang tidak dapat 
dikenai sanksi.
63
Alasan untuk tidak dimasukkan fase Persiapan 
sebagai tindak pidana adalah bahwa perbuatan seseorang yang 
bisa dihukum harus berupa maksiat, yakni pelanggaran terhadap 
hak Allah dan hak manusia.
64
 
2) Fase Persiapan (Marh}alah al-Tahdhi>r) 
Fase ini merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk 
melakukan jari>mah. Fase persiapan tidak dianggap sebagai tindak 
pidana yang dikenai hukuman kecuali apabila perbuatan 
persiapan dipandang sebagai tindakan maksiat. 




Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT RajaGrafindu Persada, 2000), 21. 
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Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan ini 
sebagai jari>mah, karena perbuatan yang dapat dihukum harus 
berupa maksiat dan baru terwujud apabila berisi pelanggaran 
terhadap hak masyarakat atau hak individu, sedangkan pada 
persiapan alat pada umumnya tidak berisi pelanggaran terhadap 
hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penyiapan alat masih multi 
tafsir dan mengandung keraguan. Dalam hal ini, shari’ah tidak 
mengkategorikan jari>mah pada tindakan yang diragukan tapi 
diarahkan pada hal yang mengandung keyakinan.
65
 
3) Fase Pelaksanaan (Marh}alah al-Tanfi>dh) 
Fase ini adalah fase perbuatan pelaku. Hukuman ini dapat 
diberikan apabila perbuatan itu dianggap maksiat berupa 
pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak individu. Dengan 
demikian, kriteria untuk menentukan permulaan pelaksanaan 
jari>mah dan merupakan percobaan yang bisa dihukum adalah 
apabila perbuatan tersebut sudah termasuk maksiat. Selain itu, 
niat dan tujuan pelaku juga sangat penting untuk menentukan 
apakah berbuatan itu maksiat atau bukan.
66
 
C. Pencabulan Terhadap Anak 
1. Anak 
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 
keturan kedua, dikatakan bahwa anak adalah amana dan karunia Tuhan 
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yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksitensi bangsa dan Negara pada masa depan.  
Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 
jawab tersebut, maka ia perlumendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun 
social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 




Dalam konsideran UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak yang tergolong anak adalah anak yang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
2. Pencabulan 
Dalam bahasa arab, pencabulan disebut juga denganَُفُف ُفyang 
berarti perbuatan yang keluar dari jalan h}aq serta kesalihan yang 




                                                          
67
M. Nasir djamil, anak bukan untuk dihukum, (Jakarta: sinar grafika, 2013), 8. 
68
Dewi Wahyuni, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan 
Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)‛, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 27. 


































Pencabulan adalah perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina>. 
Jadi, pencabulan bukan merupakan jari>mah zina> karena unsur 
perbuatannya tidak sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya 
kontak tubuh saja. Jadi, untuk dapat membedakan perbuatan yang 




a. Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan 
b. Pencabulan ditandai dengan adanya kontak fisik atau tubuh antara 
pencabul dan tercabul yang berhubungan dengan kelamin atau 
syahwat 
c. Pencabulan hanya sebatas kontak fisik, tidak menjurus kepada 
masuknya kelamin. 
Menurut ajaran Islam, zina> adalah hubungan seksual yang 
dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat 
dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara 
memasukkan alat kelamin laki–laki ke dalam alat kelamin perempuan 
tanpa keraguan untuk mencari kenikmatan tertentu. 
Dalam hukum pidana islam tidak mengenal istilah pencabulan, 
yangdikenal adalah zina>. Zina> dan pencabulan adalah jari>mah yang 
berbeda, namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada 
zina>. Perbedaannya terletak pada unsur perbuatannya. Unsur zina> adalah70 







































a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaituseorang 
laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yansah). 
b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin 
perempuan(seperti anak timba masuk kedalam sumur). 
Menurut R. Soesilo dalam bukunya, yang dimaksud cabul ialah 
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan 
yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: 




Menurut pendapat dalam arest Hoge Raad, bahwa perbuatan cabul 




Menurut Noyon Langemeijer Remmelink dalam komentar artikel 
246 Sr (Pasal 289), dikatakan ada perbuatan antara perbuatan cabul 
(ontuchtige handeling) dengan melanggar kehormatan kesusilaan 
(schending van de eerbaarheid), karena hal perbuatan cabul orang berpikir 
mengenai perbuatan yang di tunjukan pada kontak seksual yang 
bagaimana pun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma 
etika sosial, tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan. 
Perbuatan ini sebenarnya secara objektif belum merupakan 
perbuatan cabul, kata Noyon Langemeijer Remmelink tidak semua 
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Tindak pidana pencabulan yang khusus dilakukan kepada anak 
diatur dalam 2 (dua) peraturan sekaligus, yaitu diatur dalam pasal 290 
ayat (2) KUHP dan pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 
2014 tentang perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut: 
UU No. 35 Tahun 2014 
Pasal 76E 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Pasal 82 ayat (1) 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
74
 
Pasal 290 ayat (2) KUHP 
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal 
ia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu 
belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas 
yangbersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
75
 
Dari penjelasan 2 Undang-undang diatas yang berkaitan dengan 
pencabulan terhadap anak, bahwa batas umur korban pencabulan tidak 
lagi yang berusia di bawah 15 tahun, melainkan harus di bawah umur 18 
tahun, sehingga apabila pelaku melakukan pencabulan terhadap korban 
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yang berusia di bawah 18 tahun, tidak lagi dikenakan peraturan yang 
bersifat umum yaitu pasal 290 ayat (2) KUHP, melainkan pelakunya 
harus dikenakan peraturan yang bersifat khusus yaitu UU NO. 35 Tahun 
2014 tentang perlindungan anak, karena sesuai dengan asas Lex specialis 
derogate legi generalis, bahwa perturan yang yang bersifat khusus 
mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum. Pelakunya tidak 
hanya orang dewasa tetapi juga ada yang masih anak di bawah umur. 
Untuk batas usia pelaku yang dapat dihukum adalah di atas 12 
tahun dapat dikenakan Undang-undang sesuai dengan tindak pidana yang 
dilakukannya, baik peraturan yang bersifat umum maupun yang bersifat 
khusus, tetapi khusus untuk anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi 
belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana dikenakan sesuai 
dengan Undang-undang yang dilanggar dan di Juntokan dengan UU NO. 
11 Tahun 2012. Karena pelakunya anak  di bawah umur, maka 
hukumannya tidak sama dengan hukuman orang dewasa, yang mana 
hukuman yang di kenakan terhadap anak di bawah umur adalah setengah 
dari hukuman orang dewasa. 


































DESKRIPSI PERKARA TENTANG PERCOBAAN PENCABULAN 
TERHADAP ANAK PERKARA NOMOR 
45/PID.SUS/2015/PN.SLK PUTUSAN PENGADILAN SOLOK 
 
A. Kronologis Kasus 
Rama Johani (19 tahun) merupakan seorang remaja yang 
tinggal di jalan Zahlul Datuk Kabasaran KecamatanKubung 
Kabupaten Solok, melakukan percobaan pencabulan terhadap 
seorang anak SD yang bernama Ira (10 tahun). 
Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 22 
November 2014 bertempat disebuah kelas di SD Negeri 13 Batu 
Gadang Kelurahan SimpangRumbio Kota Solok, terdakwa yang 
sedang duduk-duduk sambilmenghisap lem di lantai bawah sekolah 
tersebut, diteriaki ataudiejek-ejek oleh murid-murid sekolah. 
Bahwa karena merasa diejek, terdakwa lalu mendatangi 
murid-muridtersebut kesebuah ruangan dilantai atas.Kemudian 
sebelummasuk ke dalam ruangan terdakwa membuka celananya 
danmengejar seseorang dan melepaskan celananya, lalu pelaku 
melihat saksi Ira bersembunyi di bawah meja di ruangan 
kelastersebut.Kemudian terdakwa mendatangi korban 
mengangkatbadan korban sambil memeluk korban seraya memegang 
dengankuat tangan korban dari arah belakang. Posisi pelaku 
dalamkeadaan duduk dan saksi Ira sedang berdiri, tangan kanan 
terdakwa merangkul saksi Ira sedangkan tangan kiri pelakusedang 
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memegang 1 (satu) buah kaleng Lem, kemudian saksi Vikimasuk 
keruangan kelas tersebut melihat pelaku memeluk korbandari 
belakang tanpa memakai celana, lalu terdakwa melepaskan saksi Ia 
dan pergi dari ruangan tersebut.
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Karena perbuatannya, Rama Johani dilaporkan ke Kepolisian. 
Setelah mendapatkan laporan, Penyelidik segera melakukan 
penyelidikan. Dari hasil penyelidikan bahwa benarbtelah terjadi 
tindak pidana percobaan pencabulan, proses selanjudnya adala 
melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-
bukti. Setelah semua itu telah selesai, penyidik melimpahkan perkara 
tersebut ke Jaksa  untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan. 
B. Fakta Hukum 
Untuk mencari fakta hukum yang sebenarnya sehingga 
Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, maka Penuntut 
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai beriku:
77
 
1. Saksi Iradi depan persidangan namun tidak disumpahpada 
pokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 
Tanggal 22 November 2014bertempat di sebuah kelas di SD 
Negeri 13 Batu Gadang KelurahanSimpang Rumbio Kota Solok. 
Korban dan saksi Jeni berada diruangan kelas V SD 13Kota 
Solok datang terdakwa dengan tidak memakai celana 
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mengejarSaksi Jeni dan melepaskan celana saksi Jeni, karena 
takut korbanbersembunyi dibawah meja diruangan kelas 
tersebut.Kemudianterdakwa mendatangi korban mengangkat 
badan korban sambil memelukkorban seraya memegang dengan 
kuat tangan korban dari arahbelakang, kemudian saksi Viki 
masuk ke ruangan kelas tersebut melihatterdakwa memeluk 
korban dari belakang tanpa memakai celana.Karena ketahuan 
oleh saksi Viki yang merupakan penjaga sekolah 
tersebutterdakwa lalu melarikan diri. 
2. Saksi Helmida, di depan persidangan dan dibawah sumpah 
padapokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 
Tanggal 22 November 2014 bertempatdi sebuah kelas di SD 
Negeri 13 Batu Gadang Kelurahan Simpang RumbioKota Solok. 
Saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul tersebut, pada 
hariSelasa tanggal 25 November 2014 setelah saksi Viki 
memberitahu saksiperbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap 
saksi Ira anak kandung saksi. Dari pernyataan saksi Ira saksi 
mengetahui bahwa berawal saksi Iradan Jeniberada diruangan 
kelas V SD 13 Kota Solok datang terdakwadengan tidak 
memakai celana mengejar Jenidan melepaskan celana Jeni, 
karena saksi Ira korban bersembunyi dibawah meja diruangan 
kelastersebut. Kemudian terdakwa mendatangi korban 
mengangkat badan korbansambil memeluk korban seraya 


































memegang dengan kuat tangan korban dariarah belakang, 
kemudian saksi Viki masuk keruangan kelas tersebutmelihat 
terdakwa memeluk korban dari belakang tanpa memakai celana. 
Karena ketahuan oleh saksi Viki yang merupakan penjaga 
sekolah tersebutterdakwa lalu melarikan diri. 
3. Saksi Viki, di depan persidangan dan dibawah sumpah 
padapokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 
tanggal 22 November 2014 bertempatdi sebuah kelas di SD 
Negeri 13 Batu Gadang Kelurahan Simpang RumbioKota Solok. 
Awalnya saksi diberitahu oleh para guru di lantai bawah, bahwa 
adaorang lain selain murid masuk ke dalam kelas. Kemudian 
saksi yangmerupakan penjaga sekolah menghampiri kelas yang 
dimaksud, setelahsampai di kelas tersebut saksi melihat terdakwa 
sedang memeluk saksi Iradari belakang tanpa memakai celana. 
Posisi terdakwa dalam keadaan duduk dan saksi Ira sedang 
berdiri, tangan kanan terdakwa merangkul saksi Irasedangkan 
tangan kiri terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah 
kalengLem. Atas perbuatan terdakwa lalu saksi menyuruh 
terdakwa untukmelepaskan saksi Ira, atas perintah saksi lalu 
melepaskan saksi Ira danpergi melarikan diri. 
Selain menghadirkan saksi-saksi diatas, Penuntut Umum 
juga telah menghadirkan Terdakwa untuk didengar 
keterangannya. yang pada pokoknya menerangkan 


































bahwakejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 22 November 
2014bertempat di sebuah kelas di SD Negeri 13 Batu Gadang 
KelurahanSimpang Rumbio Kota. Bermula terdakwa yang 
sedang duduk-duduk dilantaibawah, diteriaki atau diejek-ejek 
oleh murid-murid sekolah. Karena merasa diejek, terdakwa lalu 
mendatangi murid-muridtersebut kesebuah ruangan dilantai 
atas.Kemudian sebelummasuk ke dalam ruangan terdakwa 
membuka celananya danmengejar seseorang dan melepaskan 
celananya, lalu terdakwa melihat saksi Ira bersembunyi dibawah 
meja diruangan kelastersebut.Kemudian terdakwa mendatangi 
korban mengangkatbadan korban sambil memeluk korban seraya 
memegang dengankuat tangan korban dari arah belakang. Posisi 
terdakwa dalam keadaan duduk dan saksi Ira sedang berdiri, 
tangan kanan terdakwa merangkul saksi Ira sedangkan tangan 
kiri terdakwasedang memegang 1 (satu) buah kaleng Lem, 
kemudian saksi Vikimasuk keruangan kelas tersebut melihat 
terdakwa memeluk korbandari belakang tanpa memakai celana, 
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C. Pertimbangan Hakim 
1. Fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa telah mengangkat 
badan korbansambil memeluk korban seraya memegang dengan 
kuat tangan korban dari arah belakang dalam keadaan terdakwa 
telah melepaskan celananya, tetapi perbuatan cabul tersebut 
tidak selesai karena terdakwa kemudian melepaskan saksi Ira dan 
pergi dari ruangan tersebut saat dilihat oleh saksi Viki, bukan 
karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan semata-mata 
karena ketahuan dan diteriaki oleh saksi Viki. 
2. Dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat 
bahwa terhadap terdakwa harus dilakukan tindakan 
beruparehabilitasi maka Majelis Hakim mempertimbangkan 
dengan menggunakan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dalam 
Pasal 54 menyebutkan ‚Pecandu Narkotika dan korban 
penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial‛. 
3. Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim 
tidakmenemukan tanda-tanda yang menunjukkan tanda-tanda 
ketergantungan,kondisi fisik maupun psikis terdakwa tidak 
berbeda dari kebanyakan orang sehat, terdakwa bersikap wajar, 
kondisi badan sehat dan bugar, bisaberkomunikasi dengan baik, 
menjawab segala pertanyaan dengan lancar,ingatannya baik, dan 
juga tidak ada kegelisahan yang menonjol, dimana tanda-


































tandatersebut yang sering dijumpai pada seseorang yang 
mengalamiKecanduan. Apabila Terdakwa merasa 
ketergantungan seharusnya terdakwa wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganyakepada pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi 
sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
mendapatkanpengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. 
4. Korban adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
Tahun. 
5. Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini, 
danberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
Hakimberkeyakinan unsur pertama, kedua, dan ketiga ini 
telahterpenuhi menurut hukum. Maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwaterdakwa secara sah dan meyakinkan telah 
terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana yang telah 
didakwakan dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar 
pasal 290 ayat (2) jo Pasal 53 Kitab Undang-UndangHukum 
Pidana (KUHP). 
6. Dari fakta dan keadaan yang diperoleh selamasidang perkara ini 
berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yangdapat 
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik 
sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya 


































Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan 




 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 
maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencabulan terhadap anak 
melanggar ketentuan dalam pasal 290 ayat (2) jo. Pasal 53 KUHP. 
Berdasarkan musyawara Majelisn Hakim yang telahmempertimbangkan hal 
yang memberatkan dan juga hal yang meringankan, maka Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
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ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK 
NOMOR 45/PID.SUS/2015/PN.SLK TENTANG TINDAK PIDANA 
PERCOBAAN PENCABULAN TERHADAP ANAK 
 
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Solok Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk Tentang Tindak Pidana Percobaan 
Pencabulan Terhadap Anak 
Dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk Tentang tindak 
pidanaPercobaan Pencabulan terhadap anak yang dilakukan terdakwa 
saudara Rama Johani. Terdakwa melakukan percobaan pencabulan terhadap 
anak Iradengan cara memeluk korban dari belakang dengan tidak memakai 
celana, tapi perbuatan terdakwa tidak berlangsung lama karena perbuatan 
terdakwa diketahui oleh saksi Viki, sehingga terdakwa cepat-cepat 
melarikan diri dengan meloncat melalui jendela kelas. 
Terdapat 3 (tiga) orang saksi dalam perkara percobaan pencabulan 
terhadap anak yang keterangannya dibawah sumpah dan tidak dibawah 
sumpah karena saksinya masih berumur 10 (sepuluh) tahun yang mana 
keterangannya diberikan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta 
dalam persidangan olehhakim. 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Slk 
tentang percobaan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Rama 
Johani terhadap anakIra, terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu: 
1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 290 ayat (1) Jo pasal 53 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ‚Barang 
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siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun‛ dan pasal 53 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana 
percobaan. 
Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur ‚Barang siapa‛ 
adalahmenunjuk orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang 
melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, 
berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa 
telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang sesuai dengan 
keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa. Dalam perkara ini 
seorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Rama Johani 
sesuaidengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang 
diperoleh dari unsur yang pertama yaitu ‚Barang siapa‛ telah terpenuhi. 
Unsur yang kedua yaitu Percobaan Melakukan perbuatan cabul 
dengan seseorang. Berdasarkan pasal 53 KUHP, syarat-syarat yangharus 
dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah 
telahmelakukan suatu percobaan, syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Adanya niat / kehendak pelaku. 
b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat / kehendakitu. 


































c. Pelaksanaan tidak selesai semata mata bukankarena kehendak dari 
pelaku. 
Niat dan permulaan pelaksanaan untuk melakukanperbuatan 
cabul telah ada yaitu Terdakwa telah mengangkat badan korbansambil 
memeluk korban seraya memegang dengan kuat tangan korban dariarah 
belakang dalam keadaan terdakwa telah melepaskan celananya, 
tetapiperbuatan cabul tersebut tidak selesai karena terdakwa kemudian 
melepaskan saksi Ira dan pergi dari ruangan tersebut saat dilihat oleh 
saksi Viki,bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan semata-
mata karenaketahuan dan diteriaki oleh saksi Viki. Berdasarkan 
keterangan terdakwa di persidangan,maka terbukti inisiatif awal 
perbuatan terdakwa tersebut datang dari terdakwa,karena sebelum 
masuk ke dalam ruangan kelas, terdakwa telah membukacelananya, dan 
Terdakwa sewaktu ketahuan saksi Viki saat mengangkat badankorban 
sambil memeluk korban, langsung melepaskan korban dan pergi 
dariruangan tersebut, perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa sadar 
bilaperbuatannya salah, maka perbuatan cabulyang dilakukan terdakwa 
telah dilakukan dengan sengaja, maka unsurini telah terpenuhi. 
Unsur yang ketiga yaitu Padahal diketahuinya atau sepatutnya 
harus diduganya bahwaumurnya belum 15(lima belas) tahun atau kalau 
umurnya tidak jelasbahwa belum waktunya untuk dikawin. Berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalampersidangan, baik dari keterangan 
saksi korbanIra, Saksi Helmida,dan saksi Viki telah membenarkan 


































bahwa saat kejadian, usia saksi korban Ira masih berumur 10 tahun 11 
bulan (lahir pada tanggal 12Desember 2003) dan masih bersekolah di 
SDN 13 Kota Solok kelas V, sedangkan peristiwa pidana tersebut 
terjadi pada tanggal 22 November 2014,sehingga jelas bahwa umur 
saksi korban pada saat itu belum berumur 15 tahundan dalam usia 
tersebut saksi korban belum waktunya untuk kawin. Maka unsur yang 
ke tiga juga telah terpenuhi. 
Bahwa setelah penulis meninjau dari perkara ini dan menjadikan 
dasar pertimbangan oleh penulis untuk berpendapat bahwa Majelis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak berpedoman pada asas Lex 
Specialis Derogat Legi Generalis, yang mana asas tersebut diatur dalam 
pasal 63 ayat(2) yang berbunyi ‚Bila suatu perbuatan yang masuk 
dalam suatu aturan pidana yang umum, maka hanya yang khusus itulah 
yang diterapkan. 
Perbuatan yang dilakukan oleh Rama Johani merupakan perbuatan 
pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang, yang mana 
perbuatan yang dilakukan oleh Rama Johani merupakan perbuatan yang 
sangat tercela yaitu perbuatan cabul, apa lagi yang menjadi korban dari 
perbuatannya adalah anak yang masih di bawah umur sehingga dapat 
merusak mental dari si anak, berhubung anak merupakan generasi 
bangsa, sehingga semua perbuatan yang korbannya ada sangkut pautnya 
dengan anak di bawah umur, Maka diatur secara khusus oleh Undang-
Undang, yang mana sanksi pidananya lebih berat dibandingkan sanksi 


































pidana yang diatur secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak yang 
diatur secara khusus dalam pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang 
No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana sanksi pidana yang telah 
dirumuskan oleh Legislator selaku pembuat Undang-Undang telah 
mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 
bagi pelaku yang melanggarnya. Sanksi pidana yang diberikan untuk 
pelakunya di perberat, agar pelakunya menjadi jera dan tidak akan 
mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk pembelajaran bagi 
masyarakat supaya mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi 
apabila pelaku dikenakan sanksi pidana yang ringan, maka akan 
mengancam anak-anak lainnya, yang mana anak-anak ini merupakan 
potensi dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa, maka 
perlunya pemerintah melakukan upaya perlindungan terdadap mereka. 
Maka dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Mejelis 
Hakim yang memutus perkara tentang percobaan pencabulan terhadap 
anak adalah kurang tepat, karena bertentangan dengan asas Lex 
Specialis Derogat Legi Generalisyang di atur dalam pasal 63 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di mana Majelis Hakim 
memutus terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan 
pencabulan terhadap anak dengan menggunakan peraturan Perundang-
undangan bersifat umum yaitu pasal 290 ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP, 


































sehingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan 
penjara, penulis merasa sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis 
Hakim masih ringan, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku akan 
mengulanginya bahkan akan muncul pelaku baru yang akan melakukan 
hal yang sama bahkan bisa melakukan yang lebih buruk lagi .Hal ini 
yang sangat dikhawatirkan, karena dapat mengancam para generasi 
penerus bangsa. Yang semestinya Majelis Hakim menggunakan 
peraturan Perundang-undang yang bersifat khusus dikarenakan 
korbannya masih berusia di bawah 18 tahun, yaitu menggunakan pasal 
82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang nomor 23tahun 2002 tentang 
perlindungan anak Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).yang mana sanksi pidananya cukup beratuntuk membuat pelaku 
jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap 
Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 
45/Pid.Sus/2015/PN.Slk 
 
Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak 
pidana,perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya 
dinyatakansebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah 


































memberikanpenjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana 
islam terdapat 3unsur, yakni:
80
 
1. Unsur Materiil 
2. Unsur Moril 
3. Unsur Formil 
Dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam 
persidangan, bahwa pada saat korbannya berada didalam kelas bersama 
seorang temannya yang bernama Jeni, datang pelaku dengan tidak 
memakai celana mengejar dan melepaskan celana saksi Jeni, karena takut 
korban bersembunyi dibawah meja di ruangan kelas tersebut. Kemudian 
terdakwa mendatangi korban dan mengangkat badan korban sambil 
memeluk korban seraya memegang dengan kuat tangan korban dari arah 
belakang, Namun sewaktu pelaku melaksanakan niatnya memeluk korban 
kurang lebih 3 detik, ketahuan oleh saksi Viki sebagai penjaga sekolah 
sehingga terdakwa melarikan diri, karena perbuatannya diketahui oleh 
saksi Viki maka perbuatannya tidak selesai. Maka disini unsur unsur 
materiil telah terpenuhi. 
Dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini 
berlangsung, bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan tersebut 
dengan sengaja, sesuai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, 
bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan 
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terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Sehingga unsur moril juga telah terpenuhi. 
Dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak 
pidana percobaan pencabulan yang diatur secara umum dan secara khusus 
oleh Undang-Undang, yang mana peraturan yang umum di atur dalam 
pasal 290 ayat (2) Jo. Pasal 53 KUHP dan peraturan yang khusus diatur 
dalam menggunakan pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP).Sehingga unsur formil juga telah terpenuhi. 
Tindak pidana percobaan pencabulan menurut hukum pidana islam 
merupakanjari>mahta’zi>ryang berkaitan dengan kejahatan kehormatan, 
yang hanya dapat dihukum ta’zi>r. Dalam perkara ini pelaku hanya 
memeluk korban dari belakang dengan tidak memakai celana, aksinya 
hanya dilakukan beberapa saat, karena diketahui oleh saksi Viki.Karena  
pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan berdasar fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan 
penjara selama 7(tujuh) bulan. 
Dalam hukum pidana islam hukuman penjara lebih dikenal dengan 
sebutan al-h}absu dan al-sijnu>yang keduanya bermakna al-man’u yaitu 
mencegah atau menahan, yang mana hukuman penjara ini masuk dalam 


































salah satu jenis hukuman ta’zi>r. Hukuman ta’zi>rini merupakan hukuman 
kepada perbuatan-perbuatan yang belum ditentukan oleh shara’ 
hukumannya atau perbuatan-perbuatan yang oleh shara’ sudah ditentukan 
bobot hukumannya, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi nisabnya, 
sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dihukum h}ad¸ tetapi harus 
dihukum ta’zi>r. Hukuman ta’zi>rini ditentukan oleh Ulil Amri, yang mana 
wewenang ini diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. 
Jadi menurut penulis, jenis hukuman yang telah dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim adalah sudah tepat, karena perbuatan tersebut belum 
dikategorikan dengan perbuatan zina>,. Sehingga Majelis Hakim 
menjatuhkan hukuman ta’zi>r kepada pelaku tindak pidana percobaan 
pencabulan, agar dapat membuat pelakunya jera dan tidak akan 
mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari dan juga menjadi 
pelajaran bagi orang lain yang belum melakukan perbuatan tersebut, agar 
mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut, karena akan ada 
hukuman yang cukup berat bagi siapa pun yang melakukannya.





































Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan 
yaitu: 
1. Hakim menjatuhkan putusan 7 bulan penjara dengan mempertimbangkan 
hal yang memberatkankan dan hal yang meringankan, namun 
pertimbangan Hakim yang penggunaan aturan yang dijadikan dasar dalam 
memutus perkara kurang tepat, karena tidak sesuai dengan asas Lex 
Specialis Derogat Legi Generalis.Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan 
oleh Hakim terlalu ringan. 
2. Berdasarkan analisis dalam hukum pidana Islam, jenis sanksi yang 
diberikan kepada terdakwa sudah tepat, karena terdakwa telah terbukti 
melakukan jari>mah ta’zi>r yang berkaiatan dengan kejahatan kehormatan, 
sehingga Hakim menjatuhkan hukuman ta’zi>r yang berkenaan dengan 
kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
B. Saran 
1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai orang yang mewakili 
Tuhan  di dunia, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu 
perkaradiharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman 
yangdiberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara 
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perventif,represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya 
asasLex Specialis Derogat Legi Generalis. 
2. Untuk para Orang tua dan masyarakat, diharapkan agar meningkatkan 
rasa kewaspadaan, saling menjaga dan saling melindungi. Terutama 
kepada anak-anak yang harus kita lindungi kehidupannya demi menjadi 
generasi bangsa yang lebih baik kedepannya 
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